BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi
informasi, peran dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Loano. Sampel
dalam penelitian ini adalah perangkat desa di desa-desa yang berada di Kecamatan
Loano, penelitian ini memperoleh data sampel sejumlah 131 kuesioner yang dapat

diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang
berada di Kecamatan Loano. Pemanfaatan teknologi informasi yang
baik dalam pengelolaan dana desa dan perwujutan transparansi dapat
membantu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang
baik, berkualitas, dan transparan.

2. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di
Kecamatan Loano. Perangkat desa yang melaksanakan perannya
dengan baik akan dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana

desa yang baik pula
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3. Pemahaman Perangkat Desa berpengarun positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang
berada di Kecamatan Loano. Adanya pemahaman perangkat desa
yang baik terkait akuntabillitas pengelolaan dana desa akan
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik,

berkualitas, dan transparan.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang
diajukan, dimana hipotesis penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi, peran dan pemahaman perangkat desa berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Walaupun demikian
seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang tetap masih terjadi
penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Loano, hal ini mungkin dapat terjadi
dikarenakan beberapa faktor seperti masih rendahnya tingkat pendidikan perangkat
desa di Kecamatan Loano dimana sebagian besar memiliki pendidikan terakhir
SMA vyaitu sebesar 66% dan masih ada yang berpendidikan terakhir SD dan SMP,
ini memungkinkan sebagian besar perangkat desa belum memiliki pengetahuan
yang memadai mengenai pengelolaan keuangan maupun pelaporan keuangan. Hal
ini di dukung pula dengan jawaban perangkat desa yang sebagian besar menjawab
tidak setuju pada pernyataan bahwa penyusunan APB (Anggaran Pendapatan dan
Belanja) Desa dilakukan secara mandiri oleh perangkat desa. Tidak hanya itu,
kantor desa di desa-desa Kecamatan Loano juga belum semua memiliki jaringan

internet yang stabil sehingga hal ini juga akan menghambat pelaksanaan tugas dan

kewajiban perangkat desa.
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5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitiaan ini tidak terlepas dari keterbatasan walaupun peneliti telah
mengupayakan sebaik mungkin dalam melakukan penelitian. Keterbatasan dari

penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan sebagai bahan analisis pada
objek penelitian yang terbatas yaitu pada perangkat desa di Kecamatan
Loano. Sehingga memungkinkan akan mendapatkan hasil maupun
kesimpulan yang berbeda apabila penelitian dilakukan pada objek
penelitian yang berbeda.

2. Adanya kesulitan dalam pengumpulan kembali kuesioner sesuai
dengan tenggat waktu yang telah ditentukan serta terdapat 27 kuesioner
yang tidak dikembalikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
seperti desa Kkalikalong vyang selurun perangkat tidak dapat
mengembalikan kuesioner dikarenakan adanya inspektorat dan banyak
kesibukan lainnya, adapun perangkat desa lain yang sedang berada di

luar kota maupun bekerja dari rumah.

5.3. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelakan diatas, terdapat beberapa

saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut.

1. Kepada penelitian selanjutnya yang sejenis dapat menambah variabel-

variabel lain yang diperkirakan dapat berpengaruh secara signifikan
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terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta dapat mengambil
sampel yang lebih banyak dari penelitian ini.

Menyarankan kepada pihak perangkat desa sekiranya penelitian ini
dapat menjadi masukan dalam melakukan peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi serta meningkatkan peran dan pemahaman
perangkat desa sehingga diharapkan akan meningkatkan transparansi
sehingga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan dana desa serta

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa
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